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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet di Indonesia saat ini sgpegt, sehingga
tidak mengherankan apabila di kota maupun desaaliatiyjemukan warung-
warung internet yang menyajikan banyak pelayanaerriet. Di satu sisi
pengguna internet dapat memenuhi rasa keirgiatsnya terhadap dunia
maya, di sisi lain internet juga menghadirkan bgdbahal yang dapat
menimbulkan efek positif maupun negatif bagi paemggunanya. Internet
telah membangun sebuah dunia maya yang sebenayayta merupakan
dunia tanpa batas serta dunia yang dapaastikn dan dimanfaatkan oleh
siapa saja.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akajadeya suatu
tindak pidana melalui dunia maya yang seringeml dengan namayber
crime. Cyber crime yang selanjutnya disingk&C, merupakan salah satu sisi
gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai gdmegatif yang sangat
luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

Di Indonesia telah banyak terjadi kejahatan di dumaya atau
cyber crime. Salah satu contoh kasus yang sempat menggagidonesia
adalah pada tahun 2004, seseorang yang bernam&idaansyah medeface

atau mengubah halaman dari situs tnp.kpu.go.id yandgkukan dengan cara

! Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian @yBeime di
Indonesia Jakarat: PT. Raja Grafindo Persada, 200k



SQL (Structured Query Language) InjectioDia berhasil menembus IP
(Internet Protocol}np.kpu.go.id 203.130.201.134, serta berhasil mgrdpte
daftar nama partai. Teknik yang dipakai Dani dataenghackyakni melalui
teknik spoofing (penyesatan). Dani melakukdracking dari IP public PT
Danareksa (tempat dia bekerja) 202.158.10.117, @emumembukdP Proxy
Anonymous Thailand 208.147.1.1 lalu masuk ke IP tnp.kpudyo.i
203.130.201.134, dan berhasil membuka tampilan namagpartai politik
peserta pemiltf

Contoh kasus lainnya adalah dunia perbankan médlzteinet é-
banking Indonesia dikejutkan oleh ulah seseorang bern@teeen Haryanto,
seorandghackerdan jurnalis pada majaldfaster WebLelaki asal Bandung ini
dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layarearnet banking Bank
Central Asia, (BCA). Steven membeli domain-domaenghn nama mirip
www.klikbca.com (situs asli Internet banking BCAjitu domain wwwklik-
bca.com, kilkbca.com, clikbca.com, klickca.com, ddikbac.com. Isi situs-
situs plesetan ini nyaris sama. Jika nasabah BGh saengetik situs BCA asli
maka nasabah tersebut masuk perangkap situs plgsetg dibuat oleh Steven
sehingga identitas penggunasér id dan nomor identitas personal dapat
diketahuinya. Diperkirakan, 130 nasabah BCA tercdatanya. Menurut
pengakuan Steven pada situs bagi pamebmaster di Indonesia,

www.webmaster.or.id tujuan membuat situs plesetdalah agar publik

*detik.comdigital live dalam http://m.detik.com/read/2004/07/23/14320078%/110/dani-
firmansyah-tinggal-tunggu-sidang-pengadilan diakaeggal 3 Agustus 2011 pukul 10.36 WIB



berhati-hati dan tidak ceroboh saat melakukan péage alamat situstypo
site), bukan untuk mengeruk keuntungan.

Kasus-kasus tersebut sudah nyata terlihat kalauaduomaya
sebenarnya semakin membahayakan yang bahaya dasakannya bagi
kehidupan manusia bisa melebihi dunia nyata. Dun&ya telah menjadi
tempat yang demikian bebas bagi kriminal-krimirahg berteknologi canggih
untuk menjalankan aksinya.

Oleh karena itu upaya perlindungan hukum terhadaeakan yang
dilakukan di internet, baik merupakan kegiatan iBiga-bussines birokrasi
pemerintahan, pribadi diperlukan pengaturan hukerhadap duniecyber
Sehingga pemerintah khususnya aparat penegak hukutorong untuk
memberikan pengaturan hukum terhadagber crime vyaitu dengan
memberlakukayber lawmelalui pengesahan UU ITE 2008Indang-undang
inilah yang selama ini sangat ditunggu oleh seladmesar kalangan
masyarakat, karena dengan terwujudnya undang-untéaegbut diharapkan
dapat mengurangi segala keresahan masyarakat yarygkb dirugikan oleh
cyber crime

Cyber crimeyang merupakan suatu kejahatan yang dilakukak tida

secara fisik melainkan dalam ruang dunia maggbdr spacg yang dapat

3Yuyun Yulianah, Hukum Pembuktia@yber Crime Tesis Magister Hukum, Bandung,
2010 dalam,
http://unsur.ac.id/images/articles/FHO1_HUKUM_PEMBUAN_TERHADAP_CYBER_CRIM
E.pdf diakses tanggal 23 Juni 2011 pukul 21.41 WIB

* UU ITE 2008 merupakan undang-undang baru, Undanignmdisahkan pada tanggal 25
Maret 2008. Secara garis besar undang-undangiijinblah 54 pasal, pada Bab KetentuanUmum
(pasal 1-2), Bab Il-Asas dan tujuan (pasal 3-4)% BieInformasi, Dokumen, dan Tanda Tangan
Elektronik (pasal 5-12), Bab IV-Penyelenggaraarnifgeasi Elektronik dan Sistem Elektronik,Bab
V- Transaksi Elektronik (pasal 17-22), Bab VI - NaDomain, Hak Intelektual, dan Perlindungan
Hak Pribadi (pasal 23-26), Bab VII- Perbuatan ydilgrang (pasal 27-37), Bab VIiI



menimbulkan kerugian secara materi maupun non md#Tr mengganggu
kehidupan privasi orang lain. Islam menghormati hrakk pribadi, tetapi hak
milik itu bersifat sosial, karena hak milik pribgeihda hakekatnya adalah milik
Allah yang diamanatkan kepada orang yang kebetmamilikinya® Islam
juga menekankan hak-hak azasi manusia salah safany@an terhadap
pribadi seseorang. Oleh karenanya, apabila adaorsese yang melakukan
tindak pidanacyber crime maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan
jarimah.

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikayaitu larangan-
larangan syara‘ yang diancam oleh Allah dengan fmukad (hukuman yang
sudah adaashnya) ataua'zir (hukuman yang tidak adsasmya)® Dengan
demikian, jarimah dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu hukad dan
hukumta’zir.’

Berdasarkan latar belakang yang penulis sdm@paidi atas,
menarik minat penulis untuk mengetahui mengendatnpidanacyber crime
yang marak terjadi sekarang sehingga meresahkanmisugikan banyak
pihak khususnya mengenai tindak pidana pengakséstam elektronik dalam
perspektif hukum pidana Islamfigh Jinayah, dengan membatasi
permasalahan dengan tiga macam kasus yaitu dksgd sistem elektronik,
pencurian dokumen elektronik, dan perusakan sistekironik yang terdapat
pada pasal 30, 32 ayat (2), 33 dalam UU ITE 20@8n#dian penulis mencoba

menganalisis dalam bentuk karya ilmiah yang disudalam skripsi yang

® Masjfuk Zuhdi,Studi Islam Jakarta: Rajawali Pers, 1998, h. 85-89
® A. Hanafi,Azaz-azaz Hukum Pidana Isladakarta: Bulan Bintang, 2002, h.121
7 .
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berjudul: Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik DaldinN$.11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekkro(Dalam Perspektif
Figh Jinayah)
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, makdipenerumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenaiakinpidana
pengaksesan sistem elektronik milik orang lain &aizn dalam pasal
30 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Trasidalektronik?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenaiakingidana
pencurian dokumen elektronik dalam pasal 32 ayatUd No.11
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekiran
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenaiakinpidana
perusakan sistem elektronik dalam 33 UU No.11 ta?2Q08 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini :
1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam meaigeimdak
pidana pengaksesan sistem elektronik milik orang tanpa izin
dalam pasal 30 UU No.11 tahun 2008 tentang Inforaeas Transaksi

Elektronik.



. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam meagéimdak
pidana pencurian dokumen elektronik dalam pasahyg#t (2) UU
No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan TransalketEinik.

. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam meaigeimdak
pidana perusakan sistem elektronik dalam 33 UU Nd¢ahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

Dapat menambah ilmu pengetahuan meng@ydier Crime yang
dapat melampaui belahan dunia manapun dan psiapakarena
para pelaku kejahatan ini bersifat internasiorSelain itu dapat
memasuki perkembangan ilmu hukum dalam mer@ptahukum,
khususnya pidana Islam, dengan pengaplikasiamg yanudah
dijangkau bagi semua kalangan.

. Pemberian struktur keamanan lebih pada segadaliasi yang
mendukung terjadinya tindak pidan@yber Crime agar dapat
mengurangi jumlah angka tindak pidana ini.

. Memberi pengetahuan lebih tentang tindak pidarzer crimedan
hukum pidana Islam, karena selama ini masyarakadarung tidak
peduli selama dirinya tidak dirugikan. Sebenarngacara tidak
langsung masyarakat awam juga ikut dirugikanngde adanya
kerugian yang dialami oleh negara, baik secaateni, maupun

moril.



D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkatahg beberapa
sumber yang membicarakan masalah tersebut di agtara

Pertama ialah yang dilakukan oleh Desi Tri Astutilahasiswi
fakultas Syari'ah program studi Siyasah JinayaiNIAunan Ampel dalam
skripsinya yang berjudul “Tindak Pidana Kejahatama MayantaraGyber
Crime) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2068tang
Informasi dan Transaksi Elektronik dafigih Jinayah”. Penelitian ini
dilakukan pada tahun 2008. Di dalam skripsinya npariean tentangyber
crime pada dasarnya merupakan kejahatan dunia maya@agadilakukan
dengan melalui jaringan internet dengan menggundéailitas komputer.
Dalam perspektif hukum pidana Islafidih Jinayal) pemberlakuan UU ITE
dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yaegjerat pelaku
kejahatan dunia mayantarayber crim@, karena di dalam undang-undang
tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dataranFigh Jinayah
Adapun unsur-unsur tersebut yaitu unsur umum yamdirt dari (unsur
formil, unsur materil, dan unsur moral) dan unshusus. Penerapan sanksi
yang diberikan kepada pelalayber crimeyaitu dikenakan sankda’zir,
dimana sankdia’zir meripakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri
dengan tujuan memberikan rasa jera kepada pakeah. ®

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi BAKa&atama

mahasiswa fakultas hukum Universitas Brawijaya maskripsinya berjudul

® Desi Tri Astutik, “Tindak Pidana Kejahatan Dunia yaatara Cyber Crim@ Dalam
Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentahgrrhasi dan Transaksi Elektronik dan
Figih Jinayah”, Skripsi Hukum Pidana Islam, Suraha&008, h.86-88, t.d.



“Tinjauan Yuridis PembuktianCyber Crime dalam Perspektif Hukum
Indonesia”. Penelitian ini dilakukan tahun 20091dba penelitiannya tersebut
dia memaparkan pembuktian terhadap KUHAP secanmailftidak lagi dapat
menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktizedtgp perkarayber
crime sebab modus operandi di bidangber crimetidak saja dilakukan
dengan alat-alat canggih tetapi kejahatan ini bbeaar sulit menentukan
secara cepat dan sederhana siapa pelaku tindakapigea Oleh karena itu di
butuhkan optimalisasi UU No.11 tahun 2008 tentarigrinasi dan Transaksi
Elektronik?

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh GaberdiRal
Hutagalung mahasiswa Universitas Sumatera Utaeardskripsinya berjudul
“Penanggulangan Kejahatan Mayanta@ylier Crim@ Dalam Perspektif
Hukum Pidana”. Penelitian ini dilakukan tahun 20D@&lam penelitiannya
tersebut memparkan bahwa kebijakan formulasi hulpidana terhadap
kejahatan mayantara saat ini adalah, sebelum disalgk UU ITE terdapat
beberapa ketentuan perundang-undangan yang bedaiburdengan
penanggulangan kejahatan mayantara, tetapi kehijakenulasinya berbeda-
beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-tpdum mengatur secara
tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknolotprimasi, kebijakan

formulasi dalam UU ITE masih membutuhkan harmomisia&ronisasi baik

° Dwi Eka Wiratama, “Tinjauan Yuridis Pembukti@yber Crimedalam Perspektif Hukum
Indonesia”, Skripsi Hukum, Surabaya, 2009, h.68-69.



secara internal maupun secara eksternal terutamgadenstrumen hukum
internasional terkait dengan teknologi informisi.

Dari kajian beberapa skripsi diatas, dapat dikethabhwa penelitian
di atas menjelaskan bahwgber crimemerupakan kejahatan yang melanggar
batas wilayah. Semuanya membahas secara keselufghwdral) tentang
tindak pidanacyber crime Dalam skripsi Desi Tri Astutik membatasi
permasalahan mengenai tigas kasus yaitu mengesas kgencurian kartu
kredit secaraon-line (carding), pornogarfi, dan pencemaran nama baik.
Sedangkan dalam skripsi yang kedua membahas teptmguktiancyber
crime secara normatiflalam ranah hukum di Indonesia dan skripsi ketiga
membahas tentang penanggulangeyber crime di Indonesia dengan
mengoptimalisasi UU ITE 2008.

Dari penjelasan di atas maka pembahasan dalamsisknipsangat
berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya karel@ndpenelitian ini akan
membahas secara lebih khusus dan mendetail mengiedak pidana
pengaksesan sistem elektronik milik orang lain #&anpin, pencurian
dokumen elektronik, dan perusakan sistem elektrofakg berkaitan dengan
undang-undang tentang Informasi dan Transaksi relekt khusunya pasal
30, 32 ayat (2), dan 33 yang akan di tinjau dalensgektif figih jinayah
E. Metode Pendlitian

1. Jenis Penelitian

“Gabe Ferdinal Hutagalung, “Penanggulangan Kejahafmyantara Cyber Crimé
Dalam Perspektif Hukum Pidana, Skripsi Hukum, SemesaUtara, 2010, h.156.t.d.
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Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukoonmatif, juga
disebut penelitian kepustakaahibfary Researc)) yaitu dengan jalan
melakukan penelitian terhadap sumber-sumbarligrimaka penelitian
ini bersifat kualitatif. Sedangkahibrary Research menurut Bambang
Waluyo, adalah metode tunggal yang dipergunalkaanmd penelitian
hukum normatif! Dalam penelitan ini dilakukan dengan mengkaji
dokumen atau sumber tertulis seperti buku, maj@lahal dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperole

berdasarkan dari data-data hukum primer dan sekunde

a. Data Primer : Konsep-konsep hukum yang beakaitlengan
cyber crime dan cyber law yang mengatur tentang tindak
pidana virtual dan ketentuan-ketentuan dalam hulgidana
Islam Figh Jinayah) yang tercantum di dalam : Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dam3alsi
Elektronik (ITE) dan “Asas-Asas Hukum Pidana Islak@rya
Ahmad Hanafi.

b. Data Sekunder : Merupakan bahan-bahan hukumng ya
diambil dari pendapat atau tulisan para ahli datesiangcyber
dan figih jinayah untuk digunakan dalam membuat konsep-
konsep hukum yang berkaitan dengan penelitiamanidianggap

sangat penting.

“'Bambang WaluyoPenelitian Hukum Dalam PrakteRlakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 50.
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3. Metode Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas
digunakan teknik sebagai berikut:
a. Studi Kepustakaalilqrary research)
Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginvisals,
menganalisis, dan mempelajari data-data yangupbe bahan-
bahan pustaka.
4. Analisis Data
Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, nmadaulis
akan menggunakan teknikcontent analysis yaitu pengumpulan
bahan-bahan hukum dan diinterpretasi, dan urketentuan hukum
dipakai interpretasi teleolodfsyaitu berdasar pada tujuan norma. Selain
itu juga digunakan pendekatan Undang-undang bakaitelengarcyber
crime, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentafgyrmasi
Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan metodsdbut, dapat kita
ketahui lebih mendalam tentang tindak pidana sisfgngaksesan
elektronik, pencurian dokumen elektronik, perusaketem elektronik
dalam hukum pidana Islam.
F. Sistematika Penulisan Skripsi
Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematikaytisan sebagai

berikut :

2 Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segalmisedan segala kejadian menuju
pada tujuan tertentu. Henk ten Napel. 200&mnus TeologiJakarta: BPK Gunung Mulia. h. 306
dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Teleologi#citeote-Napel-0 diakses tanggal 3 Agustus 2011
pukul 10.59 WIB
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Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang N&saRumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, TelaahdRastMetode
Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Memberi gambaran tentang Tinjauan Umum Beldp Kejahatan
dalamFigh Jinayahyang meliputi: Pengertiadarimah Unsur-
unsur Jarimah Klasifikasi Jarimah yaitu Jarimah Hudud

Jarimah Qishasdan Diyat dan Jarimah Ta’'zir Qiyas dalam
Hukum Pidana IslamFgh Jinayah yaitu PengertianQiyas

Rukun Qiyas Macam-macam Qiyas dan Qiyas dalam
MenentukanJarimah

Berisi tentang Tinjauan Umun@yber Crimeyang meliputi:
Pengertian Kejahatan, Kejahatan Mayant&gber Crim¢ dan

Klasifikasi dan Jenis-JenSyber Crime

BAB IV Berisi tentang Tinjauan Hukum Pidana Islarerfiadap Tindak

Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU N&&tiun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ¢an
Meliputi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai TakdPidana
Pengaksesan Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tarpin
Dalam Pasal 30 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Inforrdas
Transaksi Elektronik, Tinjauan Hukum Pidana Islanendgenai
Tindak Pidana Pencurian Dokumen Elektronik DalarsaP&2
ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi @eansaksi

Elektronik, dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengénadak
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Pidana Perusakan Sistem Elektronik Dalam Pasal 33N0.11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekiron
Bab V Adalah penutup yang merupakan bab teraldrirskripsi ini yang

berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.



